PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG

KAMPANY E PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA

Menimbang :

Mengingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, dipandang perlu menetapkan ketentuan
tentang penyelenggaraan kampanye pemilihan umum oleh para Pejabat
Negara dan pembatasan penggunaan fasilitas milik negara dalam
kegiatan tersebuit;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

5. Undang- ...



Menetapkan :
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REPUBLIK INDONESIA

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

Cuti adalah tidak masuk kerja berdasarkan ijin dari pejabat yang
berwenang dalam kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

Fasilitas negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang penggunaannya berada di
bawah kewenangan Pejabat Negara dan tidak termasuk kekayaan
negara yang telah dipisahkan.

4. Kampanye ...



4.

(1)

)
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Kampanye Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Kampanye
Pemilu adalah Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang selanjutnya disebut Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD adalah kegiatan peserta Pemilihan Umum dan/atau
Caon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/K ota untuk meyakinkan para
pemilih dengan menawarkan program-programnya.

Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang
selanjutnya disebut Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan

menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

BAB II
HAK DAN KEWAJBAN

Pasal 2
Pejabat Negara yang berasal dari Partai Politik mempunya hak
mel aksanakan Kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta
Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Pgjabat Negara yang bukan berasal dari Partai Politik dapat
mel aksanakan Kampanye Pemilu apabila berstatus sebagai :
a. caon anggota DPD;
b. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
C. anggota....
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c. anggota Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
d. juru kampanye.

Pasal 3
Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pgabat Negara menjalankan cuti dan tidak menggunakan

fasilitas negara.

Pasal 4
Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, Pejabat Negara wajib

menjamin terwujudnya misi dan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan negara, kepatutan demokras, dan asas-asas

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 5
(1) Permintaan cuti Pgabat Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, digjukan dengan ketentuan :
a. Menteri kepada Presiden;
b. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri;
C. Bupati dan/atau Wakil Bupati; Walikota dan/atau Wakil
Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(2) Presiden dan Menteri Dalam Negeri memberikan ijin dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan Pasal 5 ayat (1).
(3) Permintaan cuti digukan paling lambat 12 (dua belas) hari
sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
(4) Pemberian cuti diselesaikan selambat-lambatnya 4 (empat) hari
terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan.
Pasdl ...
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Pasal 6

Permintaan cuti bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), memuat:

a. jadwal dan jangka waktu Kampanye Pemilu;

b. tempat/lokasi Kampanye Pemilu.

BAB |1l

CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU

(1)

)

ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Pasal 7

Cuti bagi Pegjabat Negara untuk melakukan Kampanye Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD disesuaikan dengan jangka waktu
masa Kampanye Pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Jadwal dan jumlah hari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan dengan memperhatikan kewajiban Pejabat Negara untuk
menjamin  misi  dan  kelancaran  pelaksanaan  tugas

penyel enggaraan pemerintahan negara.

Pasal 8

Pelaksanaan cuti bagi Presiden dan Wakil Presiden yang akan
melakukan Kampanye Pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD

diatur sesuai kesepakatan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal ...



